BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan jamsostek di PT. Tukad Mas Kota Bima yang ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Setiap pekerja/buruh dan
keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja dari
empat jaminan yang seharusnya diselenggarakan oleh perusahaan demi
kelangsungan hidup pekerja/buruh, hanya tiga yang dilaksanakan oleh PT.
Tukad Mas Kota Bima yaitu JKK (jaminan keselamatan kerja), JHT
(jaminan hari tua), dan JKM (jaminan kematian). Sedangkan dalam
ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, ada empat jaminan sosil yaitu, jaminan
kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pension (JP), dan
jaminan kematian (JK).

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan jamsostek ini
yaitu kurangnya kordinasi dan kerjasama yang dijalin dengan baik antara
perusahaan, pemerintah dan badan penyelenggara jaminan sosial. Tidak
adanya tindakan dari pemerintah bagi perusahaan yang tidak
menyelenggarakan sepenuhnya jaminan sosial yang berlaku, kurangnya
kesadaran dari pihak pemberikerja dan penerima kerja akan betapa
pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja sehingga dapat mendukung

dan menopang kemajuan dari kualitas tenagakerja itu sendiri.
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B. Saran
Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan PT. Tukad Mas Kota bima untuk seluruhnya
menyelenggarakan jaminan sosial yang berlaku, karena jaminan pension
(JP) sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh dan keluarganya.

2. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk lebih meningkatkan
pengawasan.

3. Untuk masyarakat Kota Bima khususnya pekerja/buruh untuk memahami
peraturan tentang ketengakerjaan yang mengatur tentang jaminan sosial,
supaya memperoleh jaminan sosial seutuhnya yang memenubhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

4. Mengoptimalkan pekerja/buruh seharusnya agenda dan langkah awal yang
harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pekerja/buruh. Kemudian
seluruh jajaran pengurus diharapkan dapat membangun komunikasi dan
kemitraan dan para stakelholder baik internal maupun eksternal sehingga
eksistensi BPJS bisa dirasakan dengan baik, dan juga seiring
perkembangan jaman sehingga banyak munculnya tantangan-tantangan
baru maka dunia swasta dan negri harus belajar bersinegri untuk mencari
titik temuh dan mengurangi perbedaan sehingga apa yang dicita-citakan

tercapai.
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REFNALDY

ABSTRACT

Workers must be included as participants in Labor Social Security (Jamsostek). The
said workers include monthly, contracted, and contracted workers. The participation of monthly,
contracted, and contracted workers is regulated in Article 3 of Government Regulation No. 14 of
1993 concerning the Implementation of Workers' Social Security Programs. This study examines
the regulations and the implementation of Jamsostek for workers at PT Tukad Mas Kota Bima
and identifies the inhibiting factors of the implementation of Jamsostek program in the company
in terms of Law No. 13 of 2003 concerning employment. This research method is normative-
empirical with the statutory, conceptual, and sociological-juridical approaches. Data collection
techniques include interviews and observations, while the method of analysis is qualitative
descriptive analysis.

The results of this study indicate that according to Law Number 13 of 2003 every
worker / laborer and his family are entitled to labor social security. Whereas according to the
provisions of Article 6 of Law Number 24 concerning the Social Security Organizing Agency,
there are four types of social security for workers, namely work accident insurance, old age
insurance, pension insurance, and death insurance. Of the four guarantees that should be held by
the company for the survival of workers / laborers, only three are carried out by PT Tukad Mas
Kota Bima, namely guarantees of work safety, old age insurance and life insurance. Factors
hampering the implementation of Jamsostek include the lack of coordination and cooperation,
the lack of action by the government for companies that do not provide social security, and the
lack of awareness of employers and job recipients.

Keywords: labor, social security, company.
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